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ABSTRAK 

PENATAAN KEMBALI STRUKTUR KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH 

AKIBAT LIKUIFAKSI DI KOTA PALU 

 

Permasalahan di bidang pertanahan di Indonesia disebabkan oleh beberapa 

faktor, salah satu faktor penyebab itu adalah bencana alam. Bencana alam yang 

menyebabkan kerusakan yang begitu parah yaitu bencana gempa bumi di Kota Palu 

Provinsi Sulawesi Tengah, yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Bencana 

ini menimbulkan komplikasi permasalahan dalam hal penataan dan penemuan 

kembali identitas tanah hak milik, karena hancurnya batas-batas tanah, dan 

hilangnya bukti-bukti atas kepemilikan tanah akibat terjadinya bencana ini. 

Menghadapi masalah tersebut, diperlukan penataan tanah kembali yang 

memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah 

membuktikan haknya atas tanah yang dikuasai, dan juga kebijakan dan pemerintah 

untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah pasca bencana alam gempa 

bumi di Kota Palu. Hasilnya, untuk menata kembali struktur kepemilikan hak atas 

tanah, pemerintah akan melakukan kegiatan seperti mengidentifikasi ulang dan 

inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pengukuran dan pemetaan 

batas kepemilikan tanah, konsolidasi tanah, pengadaan tanah untuk relokasi, 

penerbitan ulang sertipikat tanah masyarakat. Kemudian Pemerintah Sulawesi 

Tengah berencana memanfaatkan tanah bekas likuifaksi tersebut untuk 

pembangunan ruang terbuka hijau dan memorial park. Pemerintah dalam hal ini 

juga harus meninjau kembali dan melakukan revisi terhadap Perda No. 16/2011 

serta membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDRT). 

 

Kata Kunci: Penataan, Kepemilikan, Hak Atas Tanah 
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ABSTRACT 

REPLACEMENT OF LAND OWNERSHIP STRUCTURE DUE TO 

LIQUEFACTION IN PALU 

 

The defense issues in Indonesia are caused by several factors, one of its 

factors are natural disasters. A natural disaster such as the earthquake in Palu on 28 

September 2018 causes tremendous damage. It creates complication problems in 

the arrangement and discovery of land ownership rights identity because the 

earthquake has been destroyed the land boundary and the goods of land ownership. 

To face this problem, we need a land replacement for the landowner could easily 

prove their land and the government gives the legal certainty post the earthquake in 

Palu as well. To rearrange the land ownership structure, the government will 

conduct the re-identification and inventory, ownership, land use, measurement, and 

mapping of land boundary, land consolidation, relocation, re-issuance of land 

certificates. Then, the Central Sulawesi Government has planning to use the ex-

liquefaction to build the green open space and the memorial park. The government 

must review and revise the local regulation no 16 of 2011 and create detailed spatial 

plans.  

 

Keywords: Replacement, ownership, rights to land. 
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